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TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepgihaman

antaraPemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh

Merdeka (Memorandum of Understanding Between The
Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh
Movement)di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005,
Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka
menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik
Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan
bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk
menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh
dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan
adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain
menegaskan bahwa Pendidikan merupakan urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan der^am pelayanan dasar,
oleh sebab itu pembangunan pendidikan perlu dilakukan
secara terencana, teraxah, dan berkesinambungan untuk
mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan
mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola,
akuntabilitas dan pencitragin publik dalam
menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu
sistem pendidikan;

c. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib oleh
Kabupaten sesuai lingkup kewenangan dan tanggung
jawabnya, maka perlu pengaturan dari aspek otonomi untuk
memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan
















































































































